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ABSTRAK 
(1) Untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar penghinaan, terlebih dahulu penggugat 
harus membuktikan adanya suatu perbuatan penghinaan yang merugikan yang dilakukan oleh 
tergugat; Penentuan besarnya jumlah ganti kerugian khususnya kerugian immaterial yang 
diberikan bergantung pada keyakinan hakim dan kepatutan dalam masyarakat. (2) Hak gugat 
dibatasi oleh masa daluwarsa, penghinaan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan 
diri serta putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, yang menyatakan penggugat 
telah dipersalahkan melakukan  perbuatan penghinaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis 
merumuskan saran bahwa Keefektifan pengabulan gugat perdata atas dasar penghinaan 
sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan 
hukum tetap terlebih dahulu karena dapat menjadi penghambat penggugat terlebih terdapat 
beberapa pembatasan atas hak gugat seseorang yang diatur dalam Pasal 1374 sampai dengan 
Pasal 1380 KUHPerdata dan Gugatan pemberian ganti kerugian juga diharapkan tetap 
professional dan tidak mengarah pada balas dendam yang dititipkan pada prosedur hukum.  












Perkembangan hukum yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari dinamika kehidupan sosial 
masyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan berciri terbuka (demokratis). Penghinaan 
termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Namun, cukup sukar untuk 
mendapatkan batasan atau definisi dari penghinaan yang dapat diterima secara luas baik oleh 
masyarakat maupun kalangan yuris. Karena pada dasarnya penghinaan adalah tindakan subjek 
hukum terhadap subjek hukum lainnya dengan cara yang subjektif sehingga dengan sebuah 
tindakan yang sama dapat saja seseorang tersinggung sedangkan seorang lainnya bersikap biasa-
biasa saja. 
Secara umum, setiap orang tahu dan mengerti apa yang dimaksud dengan menghina. Secara 
sederhana, tindakan penghinaan dapat diberi pengertian sebagai “suatu tindakan atau sikap yang 
melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain”. Atau dalam bahasa yang lebih luas 
kualifikasi penghinaan adalah “perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama atau 
bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan 
hidup”.  
Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berarti bahwa segala tindakan dari 
pemerintah senantiasa berdasarkan hukum. Selama pelaksanaan usaha tersebut tidak melanggar 
kepentingan dan hak orang lain, maka tidak akan timbul masalah. Namun, setiap anggota 
masyarakat tentu mempunyai kepentingan yang beragam dan menimbulkan berbagai usaha agar 
tidak melanggar kepentingan dan hak orang lain. 
Keadaan akan menjadi berbeda jika pelaksanaan kepentingan itu melanggar hak dan 
kepentingan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam keadaan demikian, maka 
akan timbul benturan kepentingan antara pelaku pelanggaran dengan orang yang dilanggar 
kepentingan haknya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada diri orang yang dirugikan 
tersebut. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau immateriil.  
Belakangan ini, perkara yang berkaitan dengan masalah penghinaan banyak muncul di 
Indonesia. Perkara semacam ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia peradilan di negeri kita. 
Namun, jika perkara tersebut menjadi pusat perhatian adalah karena peristiwa ini muncul pada 
masa dimana demokrasi hendak ditegakkan pada era keterbukaan.  
 
Pengertian dan konsep penghinaan dapat ditemui dalam ranah hukum pidana dan hukum 
perdata. Telah menjadi kesepakatan umum diantara ahli hukum bahwa apa yang dimaksud 
sebagai penghinaan dalam konteks perdata adalah sama dengan pengertian penghinaan sebagai 
tindak pidana. Konsekuensinya adalah bahwa penghinaan secara perdata harus memenuhi semua 
unsur penghinaan dalam konteks pidana.  
Mengenai akibat dari suatu tindak pidana yang berupa penghinaan, KUHPerdata Pasal 1372 
KUHPerdata menyebutkan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan 
mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. 
Dari ketentuan tersebut di atas ternyata bahwa seseorang yang tercemar nama baiknya karena 
suatu penghinaan dari segi perdata dapat menuntut ganti kerugian baik dalam bentuk materiil 
maupun immateriil sebagai perbuatan melanggar hukum. 
Signifikansi pemberian ganti rugi bagi pihak yang haknya dilanggar secara perdata adalah 
terkait dengan tujuan dari prinsip perbuatan melanggar hukum yaitu untuk mengontrol atau 
mengatur perilaku berbahaya dan memberikan rasa tanggung jawab atas suatu kerugian yang 
timbul dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu 
gugatan yang tepat. 
 
B. Penyelesaian Ganti Rugi Jika Penghinaan Dijadikan Sebagai Dasar Gugatan 
Berdasarkan penjelasan Maringan Marpaung, hakim Pengadilan Negeri Makassar 
(wawancara tertanggal 08 Januari 2013) mengatakan bahwa gugatan ganti rugi atas penghinaan 
diajukan setelah terlebih dahulu adanya putusan pidana atas tergugat karena penghinaan. 
Gugatan ganti kerugian tersebut selain berbentuk materi (uang) juga sekaligus berupa pemulihan 
nama baik. 
Masih menurut Maringan Marpaung, dalam setiap gugatan ganti kerugian akibat penghinaan, 
maka penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan penghinaan yang merugikan pihak 
penggugat, kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Kerugian yang diderita oleh 
penggugat tersebut harus dikemukakan dengan jelas bentuknya dan atas dasar apa penggugat 
menentukan besarnya kerugian yang diderita itu.  
Hal ini penting karena menurut yurisprudensi, gugatan harus ditolak oleh hakim apabila 
tuntutan ganti rugi terhadap sejumlah uang tanpa menyebut bentuk dan jumlah kerugian yang 
dideritanya (Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970). Oleh 
karena itu, maka jelaslah bahwa penggugat harus dapat menentukan secara jelas apa yang 
menjadi dasar tuntutan terhadap kerugian yang dideritanya. 
Penghinaan yang diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata tidak menentukan batasan tentang 
apa yang dimaksud dengan penghinaan dan juga tidak menentukan pedoman yang tegas tentang 
cara menentukan besarnya ganti kerugian akibat penghinaan. 
Sekalipun demikian, ada suatu ciri yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1372 
KUHPerdata, yang berbicara tentang “kehormatan dan nama baik”. Dengan demikian, ketentuan 
tersebut dapat dipakai sebagai patokan umum untuk menyatakan bahwa penghinaan selalu 
berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang yang menyerang atau melanggar kehormatan dan 
nama baik seseorang. 
Mengingat pada kenyataan yang demikian, maka kiranya perlu dikemukakan bagaimana 
pertimbangan hakim dalam mengadili perbuatan penghinaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri 
Makassar sehubungan dengan gugatan ganti rugi akibat penghinaan. 
Menurut Maringan Marpaung, sebelum diputuskan besarnya jumlah ganti rugi, terlebih 
dahulu harus dipertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan penghinaan dan sejauh 
mana kerugian telah timbul sehubungan dengan perbuatan penghinaan tersebut. Untuk 
menentukan hal ini sangatlah tergantung kepada pendapat dan keyakinan hakim yang menangani 
perkara yang bersangkutan. 
Secara garis besar, pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan penghinaan dapat 
menuntut, antara lain adalah: 
1. Ganti rugi atas kerugian materiil; 
Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat kebendaan. Kerugian ini dengan mudah 
dapat ditaksir seimbang dengan nilai sejumlah uang. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa kerugian materiil sebagai akibat dari tindak penghinaan dapat dinyatakan dalam 
sejumlah uang tertentu dan penggantiannya juga, paling tidak pada akhirnya, diwujudlan 
dalam sejumlah uang tertentu.  
2. Ganti rugi atas kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan sejumlah uang; dan 
Kerugian immateriil erat kaitannya dengan moral dan kejiwaan sehinggan lebih dirasakan 
sebagai kerugian psikis. Kerugian immateriil ini pada dasarnya tidak dapat dinilai secara 
tepat dengan sejumlah uang atau sejumlah benda lainnya, akan tetapi harus dinilai dengan 
kepuasan yang bersifat psikologis. 
3. Pengumuman putusan pengadilan. 
Dalam Pasal 1373 KUHPerdata, penggugat dapat meminta agar keputusan pengadilan 
diumumkan dalam wujud ditempelkan di tempat umum, di banyak tempat yang 
dipandang pantas oleh hakim atas biaya tergugat. 
Dalam menentukan jumlah ganti rugi terlebih ganti rugi immateriil yang layak dan patut 
juga amat bergantung pada pendapat dan keyakinan hakim, oleh karenanya tidak ada patokan 
yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilihat 
kasus demi kasus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
menentukan putusan terhadap perkara gugatan ganti rugi akibat penghinaan atas perkara No. 
101/Pdt.G/2008/PN Makassar adalah berdasarkan atas hal-hal sebagai: 
1. Penerapan Asas Audi et Alteram Partem; dan 
Majelis hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa kewenangan pengadilan tinggi 
mempunyai kewenangan tersendiri sebagai judex factie, sehingga seharusnya 
memeriksakan perkara secara seksama dengan mempertimbangkan segala bukti yang ada 
dengan mempertimbangkan asas fairness sehingga penerapan asas dalam Hukum Acara 
Perdata yaitu asas Audi et Alteram Partem dapat diterapkan. Penerapan asas tersebut 
adalah untuk menjunjung tinggi netralitas hakim di dalam mengadili perkara untuk selalu 
memperhatikan kepentingan para pihak tanpa mengabaikan pihak lain. 
2. Putusan dalam perkara pidananya sehubungan dengan penghinaan itu sendiri. 
Bagi hakim, putusan pidana yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah mengenai 
kekuatan putusan tersebut serta besarnya hukuman pidana yang telah dijatuhkan. Kasus 
penghinaan yang dilakukan oleh tergugat (terpidana dalam perkara pidana) telah diadili 
dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan No. No. 
1322/Pid.B/2007/PN Makassar. Perbuataan yang telah dilakukan tergugat oleh hakim 
perdata dikualifisir ke dalam perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan 
kerugian terhadap penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil. 
Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas dan dalil gugatannya telah 
terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mengeluarkan suatu putusan. Terhadap besarnya jumlah 
ganti kerugian yang dituntut terhadap kerugian materiil dan immateriil, hakim hanya 
mengabulkan untuk sebagian dengan menolak untuk selebihnya yang sesuai dengan rasa 
keadilan, kepatutan dan kelayakan. 
Dari kasus di atas dapatlah diketahui bahwa jumlah ganti kerugian yang diputuskan oleh 
pengadilan adalah cenderung jauh dari yang dituntut. Sedangkan unsur dari perbuatan yang 
melanggar hukum dalam hal ini perbuatan penghinaan yang dilakukan bertentangan dengan 
hukum dan kepatutan, akan tetapi untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi sangatlah 
tergantung pada hakim untuk menilai yang sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan 
kelayakan.  
Terhadap tuntutan yang bersifat immateriil, maka sepanjang tidak bertentangan dengan 
rasa sopan-santun dalam masyarakat, ketertiban umum dan kesusilaan maka dapat dikabulkan 
berupa pernyataan permintaan maaf dan apabila orang yang dihina adalah orang yang terhormat 
dan disegani dalam masyarakat maka nama baiknay perlu direhabilitisir, baik dimuka 
persidangan maupun dimasukkan dalam koran harian, media cetak agar masyarakat dapat 
mengetahuinya (wawancara dengan Maringan Marpaung, Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
tertanggal 08 Januari 2013). 
 
C. Pembatasan Atas Hak Gugat Berdasarkan Penghinaan 
Atas hak daripada pihak yang merasa dihina, untuk melancarkan gugat perdata berdasarkan 
Pasal 1372 KUHPerdata, pembuat undang-undang memberikan beberapa pembatasan sebagai 
berikut: 
1. Pasal 1374 KUHPerdata 
Pasal ini harus dibaca dalam kaitannya dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 1373 
KUHPerdata, yang berbicara tentang hak penggugat agar dalam keputusan pengadilan 
ditetapkan bahwa perbuatan tergugat bersifat memfitnah dan hak untuk meminta agar 
keputusan pengadilan ditempelkan di tempat umum. 
 
Dalam Pasal 1374 KUHPerdata dikatakan: 
“Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat 
mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan 
menawarkan dan dengan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim 
suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan; 
bahwa ia meminta ma’af karenanya, dan menganggap si terhina sebagai orang yang 
terhormat.” 
 
Dengan jelas dikatakan bahwa walaupun tergugat diwajibkan untuk membayar ganti 
kerugian, untuk mencegah dikabulkannya tuntutan lain sebagaimana ditentukan pada 
pasal sebelumnya, maka tergugat dapat menawarkan dan melakukan sungguh-sungguh di 
depan hakim pernyataan bahwa ia menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya dan 
meminta maaf karena itu kepada penggugat dan menganggap penggugat sebagai orang 
yang terhormat. 
2. Pasal 1376 KUHPerdata 
Pasal ini berbunyi: 
“Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya 
maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada jika si pembuat 
nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau huntuk pembelaan darurat 
terhadap dirinya” 
 
Pasal ini memberikan pembatasan terhadap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai 
penghinaan sehingga walaupun perbuatan orang tersebut secara umum dapat digolongkan 
sebagai penghinaan, tetapi perbuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina, 





Maka, perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai penghinaan sehingga tuntutan 
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3. Pasal 1377 KUHPerdata 
Dalam Pasal 1377 KUHPerdata disebutkan: 
“Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu 
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang 
melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu.” 
 
Kata “juga” dalam rangkaian pasal di atas menunjukkan bahwa pasal tersebut berkaitan 
erat dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 1376 yang mengatur tentang perkecualian atas 
Pasal 1372 KUHPerdata sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 1377 KUHPerdata 
tersebut juga merupakan perkeculian atas Pasal 1372 KUHPerdata. 
 
Beberapa unsur perlu mendapat perhatian yaitu: 
a. Tuntutan perdata; 
Ketentuan Pasal 1377 KUHPerdata tersebut di atas yang merupakan perkecualian atas 
dimungkinannya tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggaran nama baik atau 
kehormatan orang lain (Pasal 1372 KUHPerdata) terlebih lagi Pasal 1376 
KUHPerdata berbicara tentang tuntutan perdata tentang penghinaan dan Pasal 1377 
KUHPerdata dikatakan bahwa tuntutan perdata tidak dapat dikabulkan jika orang 
yang merasa terhina ternyata terbukti bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan 
kepadanya. 
b. Ada perbuatan yang dituduhkan; dan 
Ketentuan Pasal 1377 KUHPerdata masih berada dalam rangkaian pasal-pasal 
sebelumnya, yang mengatur tentang gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai 
perbuatan melanggar hukum. 
Dengan dasar pikiran seperti itu, maka jika Pasal 1377 KUHPerdata diawali dengan 
kata-kata “… tuntutan perdata” dan kemudian dikatakan “dipersalahkan melakukan 
suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya” tentunya yang menjadi pokok 
pembicaraan dalam pasal tersebut adalah orang yang merasa nama baik atau 
kehormatannya dilanggar oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang merasa 
dirinya terhina oleh tuduhan orang lain.  
c. Telah diputuskan bersalah dalam suatu keputusan pengadilan.  
Sehubungan dengan hal itu, Pasal 1377 KUHPerdata mengatakan bahwa dalam 
peristiwa seperti yang disebutkan, gugat perdata atas dasar pencemaran nama baik 
dengan mendasarkan kepada peristiwa yang dituduhkan kepada pihak yang 
bersangkutan. 
 
Perlu diingat bahwa dalam peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1377 
KUHPerdata, pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, sudah dinyatakan bersalah telah 
melakukan tindak yang dituduhkan sehingga tidak ada dasar lagi baginya untuk merasa terhina 
dengan pernyataan orang lain tentang peristiwa itu, dan karenanya tidak ada dasar baginya untuk 
menggugat pemberi pernyataan secara perdata berdasarkan penghinaan dalam bentuk 
pencemaran. 
Perkecualian Atas Pasal 1377 ayat (1) KUHPerdata 
Terhadap Pasal 1377 ayat (1) KUHPerdata ada perkecualaiannya dalam ayat (2)nya, 
yang menyatakan: 
“Tetapi barangsiapa yang nyata-nyata dengan maksud semata-mata untuk menghina 
juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dari suatu putusan yang memperoleh 
kekuatan mutlak atau dari sepucuk akta otentik, terus-menerus melancarkan 
penghinaan-penghinaan terhadap seorang, diwajibkan memberikan kepada orang 
tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.” 
Ketentuan tersebut harus dilihat dalam kaitannya dengan prinsip bahwa orang lain 
tidak dibenarkan menghina orang lain dengan menduhkan suatu peristiwa/perbuatan tertentu 
kecuali hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau untuk keperluan pembelaan
3
. 
Bahkan, jikapun semua itu dilakukan demi kepentingan umum, hal itu tidak dapat 
dilakukan dengan cara atau dengan menggunakan kata-kata yang melebihi dari yang perlu. Di 
sini juga dijaga kemungkinan penyalahgunaan kebebasan menyatakan pendapat sebab jika 
tuduhan itu sudah diputus dalam suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
yang pasti dan keputusan pengadilan selalu terbuka untuk umum, tidak ada lagi alasan untuk 
menyebarluaskan tuduhannya lagi dengan dalih untuk kepentingan umum. Kepentingan umum 
sudah dilindungi dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan. 
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4. Pasal 1380 KUHPerdata 
Pasal ini berbunyi: 
“Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung 
mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat”. 
 
Pasal ini menerangkan tentang masa daluwarsa tuntutan dengan alasan penghinaan, jika 
telah lewat satu tahun sejak dilakukannya penghinaan dan diketahuinya penghinaan 
tersebut oleh pihak yang terhina. Hal ini berarti bahwa masa satu tahun itu digantungkan 
pada dua syarat yang bersifat kumulatif, yaitu terjadinya penghinaan dan diketahuinya 
penghinaan tersebut oleh pihak yang dihina. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 







Dalam hal pengabulan gugatan ganti kerugian akibat penghinaan, maka terlebih dahulu 
penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan penghinaan yang merugikan pihak 
penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dengan menggunakan putusan 
pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan unsur dari Pasal 1372 KUHPerdata sebagai 
dasar gugatannya telah terpenuhi. Kemudian, berkaitan dengan gugatan ganti rugi immateriil, 
maka sepanjang tidak bertentangan dengan rasa sopan santun dalam masyarakat, ketertiban 
umum dan kesusilaan dapat dikabulkan berupa pernyataan maaf baik di depan persidangan 
maupun dimasukkan dalam koran harian, media cetak agar masyarakat mengetahuinya. 
Pembatasan atas hak gugat atas dasar penghinaan dapat terjadi jika (a) Untuk mencegah 
dikabukannya gugatan lain selain ganti kerugian, tergugat menawarkan dan melakukan dengan 
sungguh-sungguh di depan hakim pernyataan bahwa ia menyesal terhadap perbuatan yang telah 
dilakukannya dan meminta maaf kepada penggugat dan mengganggap penggugat sebagai orang 
terhormat, (b) Maksud untuk menghina tidak dianggap ada jika orang yang menghina nyata-
nyata telah berbuat untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan darurat terhadap dirinya, (c) 
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Penggugat dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah 
dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya dan (d) Gugatan atas penghinaan 
gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan 
diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat. 
 
Saran 
Keefektifan pengabulan gugat perdata atas dasar penghinaan sebaiknya tidak bergantung 
sepenuhnya pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu 
karena dapat menjadi penghambat penggugat terlebih terdapat beberapa pembatasan atas hak 
gugat seseorang yang diatur dalam Pasal 1374 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. 
Gugatan pemberian ganti kerugian juga diharapkan tetap professional dan tidak mengarah 
pada balas dendam yang dititipkan pada prosedur hukum. Juga dirumuskan bahwa penghinaan 
berkenaan dengan kepentingan umum maka penggugat harus membuktikan baik ketidakbenaran 
pernyataan tersebut maupun kesalahan tergugat; dan kepada pihak yang dikalahkan, yang telah 
menyatakan menerima isi keputusan, disarankan kepada hakim untuk memberitahukan tenggang 
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